
 

 

 

 

 

 

PROVINSI JAWA TIMUR 

PERATURAN  WALIKOTA BATU 

NOMOR  62  TAHUN 2020 

 

TENTANG 

 

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALIKOTA BATU  

NOMOR 56 TAHUN 2020 TENTANG PEDOMAN PENCEGAHAN  

DAN PENGENDALIAN CORONA VIRUS DISEASE 2019  

DALAM STATUS TRANSISI DARURAT KE PEMULIHAN 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

WALIKOTA BATU, 

 

Menimbang : bahwa berdasarkan hasil pemantauan dan evaluasi 

terhadap pelaksanaan pencegahan dan pengendalian 

COVID-19 dalam Status Transisi Darurat ke Pemulihan, 

perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang 

Perubahan Kedua atas Peraturan Walikota Batu Nomor 

56 Tahun 2020 tentang Pedoman Pencegahan dan 

Pengendalian Corona Virus Disease 2019 dalam Status 

Transisi Darurat ke Pemulihan; 

 

Mengingat  : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara 

Republik Indonesia Tahun 1945 

2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang 

Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 3273); 

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2001 tentang 

Pembentukan Kota Batu (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2001 Nomor 91, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4118); 

4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang 

Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4723); 

5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang 

Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia 

SALINAN 
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Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5063); 

6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 

Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah 

dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 

tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 

Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan 

Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398); 

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), 

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 

dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 

Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 

Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 

Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5697); 

8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang 

Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5601); 

9. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang 

Kekarantinaan Kesehatan (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 6236); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 

tentang Penanganan Wabah Penyakit Menular 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 

Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 3447); 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 

tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana 

(Lembaran Negara Republik  Indonesia Tahun 2008 

Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik  

Indonesia Nomor 4828); 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 

tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan 

Bencana (Lembaran Negara Republik  Indonesia 

Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara 

Republik  Indonesia Nomor 4829); 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 

tentang Pembinaan dan Pengawasan 

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran 
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Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 6041); 

14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 

tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 6322); 

15. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang 

Penyelenggaraan Kedaruratan Bencana pada 

Kondisi Tertentu (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2018 Nomor 34); 

16. Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 tentang 

Gugus Tugas Percepatan Penanganan Coronavirus 

Disease 19 (COVID-19) sebagaimana telah diubah 

dengan Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 2020 

tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 

7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan 

Penanganan Coronavirus Disease 19 (COVID-19); 

17. bahwa Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 

tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran 

Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) sebagai 

Bencana Nasional; 

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 

2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 

Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 

tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam 

Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan 

Produk Hukum Daerah; 

19. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 18 

Tahun 2020 tentang Pengendalian Transportasi 

Dalam Rangka Pencegahan  Penyebaran Corona 

Virus Disease 2019 (COVID-19); 

20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 

2020 tentang Percepatan Penanganan Corona Virus 

Disease 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah; 

21. Keputusan Kepala Badan Nasional Penanggulangan 

Bencana Nomor 9.A Tahun 2020 tentang Penetapan 

Status Keadaan Tertentu Darurat Bencana Wabah 

Penyakit Akibat Virus Corona Di Indonesia 

sebagaimana telah diubah dengan Keputusan 

Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana 

Nomor 13.A Tahun 2020 tentang Perubahan atas 

Keputusan Kepala Badan Nasional Penanggulangan 

Bencana Nomor 9A Tahun 2020 tentang Penetapan 

Status Keadaan Tertentu Darurat Bencana Wabah 

Penyakit Akibat Virus Corona di Indonesia; 

22. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 

HK.01.07/Menkes/ 104/2020 tentang Penetapan 
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Infeksi Novel Coronavirus (Infeksi 2019-nCoV) 

sebagai Jenis Penyakit yang Dapat Menimbulkan 

Wabah dan Upaya Penanggulangannya; 

23. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 

HK.01.07/Menkes/328/2020 tentang Panduan 

Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 

2019 (COVID-19) di Tempat Kerja Perkantoran dan 

Industri dalam Mendukung Keberlangsungan Usaha 

pada Situasi Pandemi; 

24. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 440-830 

Tahun 2020 tentang Pedoman Tatanan Normal Baru 

Produktif dan Aman Corona Virus Disease 2019 Bagi 

Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kementerian 

Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah; 

25. Peraturan Walikota Batu Nomor 56 Tahun 2020 

tentang Pedoman Pencegahan dan Pengendalian 

Corona Virus Disease 2019 dalam Status Transisi 

Darurat ke Pemulihan sebagaimana telah diubah 

dengan Peraturan Walikota Batu Nomor 57 Tahun 

2020 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota 

Batu Nomor 56 Tahun 2020 tentang Pedoman 

Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 

2019 dalam Status Transisi Darurat ke Pemulihan; 

 

MEMUTUSKAN: 

 

Menetapkan  :  PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN 

KEDUA ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 56 

TAHUN 2020 TENTANG PEDOMAN PENCEGAHAN DAN 

PENGENDALIAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 

DALAM STATUS TRANSISI DARURAT KE PEMULIHAN. 

 

Pasal I 
 

 

 Ketentuan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Walikota Batu 

Nomor 56 Tahun 2020 tentang Pedoman Pencegahan dan 

Pengendalian Corona Virus Disease 2019 dalam Status 

Transisi Darurat ke Pemulihan sebagaimana telah 

diubah dengan Peraturan Walikota Batu Nomor 57 

Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota 

Batu Nomor 56 Tahun 2020 tentang Pedoman 

Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 

2019 dalam Status Transisi Darurat ke Pemulihan 

dihapus, ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) diubah, sehingga 

Pasal 20 berbunyi sebagai berikut: 

 

Pasal 20 

 

(1) Dihapus. 
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(2) Selama Status Transisi, kegiatan di fasilitas 

umum/ruang publik, tempat olahraga, dan 

taman/alun-alun milik Pemerintah Daerah 

dilakukan sesuai dengan protokol kesehatan. 

(3) Protokol kesehatan sebagaimana dimaksud pada 

ayat (2) dilakukan sebagai berikut: 

a. memakai masker; 

b. melakukan penyemprotan disinfektan; 

c. menerapkan pembatasan jarak; 

d. menyediakan protokol kesehatan dalam bentuk 

tertulis; 

e. petugas menegur apabila terdapat pengunjung 

yang tidak memakai masker; dan/atau 

f. pengelola fasilitas umu/ruang publik, tempat 

olahraga, dan taman/alun-alun milik Pemerintah 

Daerah menyediakan fasilitas cuci tangan yang 

memadai dan mudah diakses oleh pengunjung. 

(4) Bagi fasilitas umum/ruang publik, tempat olahraga, 

dan taman/alun-alun milik Pemerintah Daerah yang 

tidak dapat memenuhi ketentuan sebagaimana 

dimaksud pada ayat (2), dilarang untuk beroperasi 

sampai terpenuhinya ketentuan tersebut. 

 

Pasal II 

 

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal 

diundangkan. 

 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 

pengundangan Peraturan Walikota ini dengan 

penempatannya dalam Berita Daerah Kota Batu. 

 

 

Ditetapkan di Batu 

pada tanggal  18   Juni 2020 
 

WALIKOTA BATU, 

 

    ttd 

 

DEWANTI RUMPOKO 

ZADIM EFFISIENSI 

 

BERITA DAERAH KOTA BATU TAHUN 2020 NOMOR  62/E 

Diundangkan di Batu 

pada tanggal    18   Juni 2020 

SEKRETARIS DAERAH KOTA BATU, 

 

ttd 
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